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      MOTTO 
 
“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves”. 
(William Shakespeare) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
 (Evelyn Underhill) 
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           ABSTRAK 
Ida Ayu Indah Puspitasari. 2018. E0014195. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENDERITA 
GANGGUAN JIWA KATEGORI SKIZOFRENIA (STUDI 
PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/2014/PN.CJ). Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa 
kategori skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 
144/Pid.B/2014/PN.Cj. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan 
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan 
metode deduktif silogisme.  
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada Putusan 
Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan 
terdakwa diperintahkan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, karena meskipun terdakwa terbukti 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan, namun perbuatan 
terdakwa berhubungan dengan gangguan skizofrenia jenis paranoid yang 
dideritanya sehingga terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Terdakwa hanya 
dapat dijatuthi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP. 
      
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia, Tindak 
Pidana Pembunuhan 
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  ABSTRACT 
Ida Ayu Indah Puspitasari. 2018. CRIMINAL LIABILITY OF PERSON 
WITH SCHIZOPHRENIA (A STUDY ON DECISION NUMBER 
144/PID.B/2014/PN.CJ). Thesis. Faculty of Law. Sebelas Maret 
University  
This research aims to know and analyze about criminal liability of 
criminals with Schizophrenia within Decision of Cianjur District Court 
Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj. 
This research is a normative legal research with prescriptive 
characteristic. This research used statute approach and case approach. 
Primary and secondary legal materials are used. The technique of collecting 
legal sources in this research was obtained through the study of literature. 
The legal sources was analyzed based on the deductive syllogism method. 
Based on the results and discussion, the judges in Cianjur District 
Court on Decision Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj passed the verdict to 
release the defendant from lawsuits and to send him for treatment in House of 
Mental Illness of West Java Province for 3 (three) months, because even 
though the defendant were legally proven of committing murder but the act 
happened due to his mental illness (paranoid schizophrenia) relapsed, so that 
the defendant couldn’t be held for criminal liability as stated in Article 44 
Section (1) of the Criminal Code. The defendant could only get treatment in 
house of mental illness as stated in Article 44 Section (2) of the Criminal 
Code. 
 
Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Murder 
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  BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada era demokrasi ini masalah kejahatan di Indonesia terus 
meningkat dan semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan merupakan gejala 
sosial yang sangat mengganggu ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, dan 
ketenangan masyarakat. Masalah kejahatan memang selalu menuntut 
perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan 
itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang 
sehat jiwanya. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana 
yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Adanya suatu 
tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa 
membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengalami 
gangguan jiwa tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan 
perlindungan sebagai pasien. Namun di sisi yang lain mereka juga merupakan 
pelaku tindak kejahatan yang harus diproses secara hukum. 
Data World Health Organization/WHO (2016) menerangkan bahwa 
terdapat sekitar 21 juta orang terkena gangguan jiwa skizofrenia. Sedangkan 
di Indonesia prevalansi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai 
sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk ( Fidiansyah, 
diakses dari http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-
keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html, pada 15 November 2017 
pukul 20:00 WIB). Skizofrenia inilah merupakan salah satu jenis gangguan 
jiwa yang cukup sering ditemukan pada seorang pelaku kejahatan yang diduga 
mengalami gangguan jiwa karena skizofrenia cukup banyak ditemukan di 
Indonesia, sekitar 99% pasien rumah sakit jiwa di Indonesia adalah orang 
dengan skizofrenia (Muser & Gingerich dalam Petty Juniarty dan Sriningsih 
2012:1).  
Skizofrenia merupakan salah satu diagnosis gangguan jiwa yang 
ditandai antara lain dengan terganggunya kemampuan menilai realita dan 
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penurunan fungsi peran. Menurut Encyclopedia of Psychology, schizophrenia 
is a serious mental illness characterized by incoherent or illogical thoughts, 
bizarre behavior and speech, and delusions or hallucinations, such as hearing 
voices. Schizophrenia typically begins in early adulthood. Pengertian tersebut 
menunjukkan bahwa skizofrenia termasuk jenis gangguan jiwa yang berat. 
Sebagaimana disebutkan juga dalam International Journal of Emergency 
Mental Health and Human Resilience, Schizophrenia is a serious disorder of 
the mind and brain (James P. Kelleher, diakses dari 
https://www.omicsonline.org/international-journal-of-emergency-mental-
health-and human-resilience.php, pada 15 november 2017 pukul 20:00 WIB). 
Berat atau tidaknya suatu gangguan jiwa merupakan hal yang penting untuk 
dipertimbangkan dalam proses persidangan yaitu untuk menentukan mengenai 
apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada 
pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan 
KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban pidana itu secara negatif, 
artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung 
jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab, tidak lepas dari sikap 
pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang itu mampu 
bertanggung jawab.   
Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah 
Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa 
apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam Ayat (1), maka Majelis 
Hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa 
percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 Ayat (2) 
KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, 
maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan double 
track system. Double track system adalah sistem dua jalur tentang sanksi 
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dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi 
tindakan di pihak lain.  
Indonesia telah menerapkan double track system pada kasus-kasus 
pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa skizofrenia. 
Terdapat kasus dimana pelaku dengan gangguan szkizofrenia tersebut tetap 
dijatuhi sanksi pidana, tetapi terdapat pula kasus lain dimana pelaku dijatuhi 
sanksi tindakan. Seperti contoh pada kasus Rodrigo Muxfeldt Gularte asal 
Brazil yang dijatuhi pidana mati. Rodrigo dan dua rekannya ditangkap 
petugas Bea dan Cukai Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta pada 31 
Juli 2004 karena kedapatan menyembunyikan 19 kilogram kokain di papan 
selancar hasil modifikasi yang dia bawa. Tim Advokasi Hukum Rodrigo 
menunjukkan salinan hasil keterangan psikiatri yang dikeluarkan oleh RSUD 
Cilacap yang menyimpulkan bahwa Rodrigo menunjukkan adanya gangguan 
mental kronis dengan diagnosis skizofrenia dan bipolar. (Rinaldy Sofwan, 
diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150220144037-12-
33626/jaksa-agung-tidak-ada-aturan-larang-eksekusi-gangguan-jiwa pada 7 
November 2017 pukul 20:00 WIB).  
Contoh berikutnya adalah kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan 
Terdakwa Pupun Bin Sanusi. Pupun Bin Sanusi tega membunuh dan 
memutilasi korban bernama Ny. Anih Binti Komar yang tak lain adalah ibu 
kandungnya sendiri. Atas perbuatannya Terdakwa didakwa Pasal 338 KUHP. 
Selama persidangan Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ahli 
kejiwaan yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Terdakwa 
mengalami gangguan psikotik berupa skizofrenia jenis Paranoid. Majelis 
Majelis Hakim dalam putusannya yaitu putusan Pengadilan Negeri Cianjur 
No 144/Pid.B/2014/PN.Cj menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, akan tetapi 
Terdakwa tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Majelis 
Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan 
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kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan, maka 
dapat dipahami bahwa Pupun Bin Sanusi hanya dijatuhi sanksi tindakan. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana 
pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh orang yang mengalami 
gangguan jiwa skizofrenia dalam putusan No 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan 
judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENDERITA 
GANGGUAN JIWA KATEGORI SKIZOFRENIA (STUDI PUTUSAN 
NOMOR 144/PID.B/2014/PN.CJ)”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
mengajukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana pertanggungjawaban pidana 
bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia dalam 
Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj?” 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, yang 
terkait dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. 
Berpijak dari hal tersebut maka peneliti mengkategorikan tujuan penelitian 
kedalam kelompok tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut: 
1.  Tujuan Obyektif: 
Tujuan objektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 
dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia dalam Putusan Nomor 
144/Pid.B/2014/PN.Cj. 
2. Tujuan Subyektif: 
a. Untuk memenuhi prasyarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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b. Untuk menambah dan memperluas wawasan serta kemampuan penulis 
di bidang Hukum Pidana pada khususnya, dan di bidang ilmu hukum 
pada umumnya. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang penulis peroleh agar 
memberi manfaat bagi penulis sendiri serta dapat memberikan 
kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 
Hukum Pidana. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini tentunya diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum 
pidana pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 
memperkaya, pengembangan, tambahan referensi dalam pengkajian 
terhadap penelitian-penelitian sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti oleh 
penulis. 
b. Membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang 
diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis. 
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E. Metode Penelitian 
Dalam suatu penelitian hukum diperlukan metode penelitian guna 
menunjang hasil penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian hukum. 
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian 
hukum doktrinal, karena yang diteliti adalah Putusan Majelis Hakim 
dalam Perkara Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif karena menganalisa 
penerapan hukum oleh Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. 
3. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
diantaranya adalah: 
a) Pendekatan Kasus (case approach) yaitu: 
Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. 
b) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) yaitu: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan 
bahan hukum: 
a. Bahan Hukum Primer 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa 
3) Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj 
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b. Bahan hukum sekunder    
1) Buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum 
2) Makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana 
3) Jurnal-jurnal hukum 
4) Artikel 
5) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan 
pengumpulan dan identifikasi bahan hukum, baik bahan hukum primer 
maupun bahan hukum sekunder. Dalam studi pustaka tersebut peneliti 
melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti.  
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan metode deduktif silogisme yang 
menarik dari premis mayor lalu kemudian ditarik premis minor. Silogisme 
adalah metode argumentasi yang konklusinya diambil dari premis-premis 
yang menyatakan permasalahan berlainan. Penelitian yang dilakukan 
penulis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan 
hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor, sedangkan Putusan 
No 144/Pid.B/2014/PN.Cj. sebagai fakta hukum adalah premis minor. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan dalam penelitian yang penulis angkat ini terdiri 
dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan 
penutup. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
 
 
8 
 
         8 
 
BAB 1  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan 
atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. 
Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang tindak 
pidana dan pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan 
bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), kesehatan jiwa dan 
gangguan jiwa. Diakhiri dengan kerangka pemikiran yang 
menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis memaparkan jawaban dari rumusan 
masalah yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana 
penderita skizofrenia dalam tindak pidana pembunuhan 
dengan mutilasi pada Putusan Pengadilan Negeri Cianjur 
Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.  
BAB IV  : SIMPULAN  
Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan 
simpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan 
proses penelitian 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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        BAB II 
       TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu Strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat 
dalam WvS belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda 
(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud 
dengan Strafbaarfeit. 
Kata Strafbaarfeit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. 
Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Para 
pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang 
akan digunakan untuk menerjemahkan arti “Strafbaarfeit”. Dalam 
menerjemahkan “Strafbarfeit” para pakar menggunakan beberapa istilah 
seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran 
pidana”. “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan 
masing-masing (Adami Chazawi, 2005: 67-69). 
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaarfeit” dengan 
perbuatan pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana 
yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau 
memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. 
Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang 
melakukan ini sering disebut pandangan dualisme, juga dianut oleh 
banyak ahli, misalnya pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal 
Abidin (Adami Chazawi, 2002: 71-71). 
Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbarfeit itu sebenarnya 
adalah tidak lain daripada “suatu tindakan yang menurut sesuatu 
rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum” (Lamintang dalam Adami Chazawi, 2002:72). 
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Vos merumuskan bahwa Strafbarfeit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan 
(Martiman P. dalam Adami Chazawi, 2002:72). 
Pandangan lain yaitu pandangan monisme tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai 
diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monisme ini, 
dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain, JE Jonkers, 
Wirjono Prodjodikoro, H.J. van Schravendijk, Simons, dan lain-lain. 
Simons menerangkan bahwa Strafbarfeit adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab (I Made Widnyana, 2010: 34).  
Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas 
Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” 
(Wirjono Projodikoro 1981: 50). 
Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara criminal 
act dan criminal responsibility, sedangkan pandangan dualistis cenderung 
memisahkan secara tegas antara criminal act dan criminal responsibility.  
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan 
seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut 
diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang 
terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian yaitu unsur bersifat 
subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. 
1) Unsur Objektif  
a) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah 
sebagai berikut: 
(1) Act adalah perbuatan aktif yang disebut dengan perbuatan 
positif, dan 
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(2) Ommision adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga 
perbuatan negatif.  
b) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan manusia 
Erat hubungannya dengan kausalitas, akibat yang dimaksud 
adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-
kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, 
badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, atau 
kehormatan. 
c) Keadaan-keadaan 
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas: 
(1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa 
dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah (Leden 
Marpaung, 2009:6). 
2) Unsur Subjektif 
a) Kesengajaan 
Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 
(1) Kesengajaan sebagai maksud; 
(2) Kesengajaan sebagai sadar kepastian; 
(3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). 
b) Kealpaan 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada 
kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu: 
(1) Tidak berhati-hati; dan 
(2) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu (Leden 
Marpaung, 2009:7).   
Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan 
Strafbaarfeit dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
oleh hukum dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana menurut 
Moeljatno yaitu: 
1) Perbuatan manusia; 
2) Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang; 
3) Bersifat melawan hukum (Moeljatno, 1983:2). 
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c. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan 
terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.  
Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti 
mematikan, menghilangkan nyawa. Pembunuhan adalah suatu perbuatan 
yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Suatu perbuatan 
dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja 
yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Hilman Hadikusuma, 
2007:24). 
Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana 
materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap selesai 
dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang terlarang atau tidak 
dikehendaki undang-undang yaitu hilangnya nyawa orang lain. 
d. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak 
pidana terhadap nyawa dalam Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai 
dengan Pasal 350). Tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan 
sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang 
(pembunuhan/murder). 
Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan 
atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu, atas dasar unsur kesalahan 
dan atas dasar objeknya (nyawa): 
1) Atas dasar unsur kesalahan 
Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok tindak pidana terhadap 
nyawa, ialah: 
a) Tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
(dolus misdrijven), dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 
sampai dengan Pasal 350. 
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b) Tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian 
(culpose misdrijven), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359 
KUHP). 
2) Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilundungi) 
Atas dasar obyeknya dibedakan dalam 3 (tiga) macam,yaitu: 
a) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat 
dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345. 
b) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 
343. 
c) Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 
kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 
348, dan Pasal 349. 
Ilmu pengetahuan hukum pidana membagi delik pembunuhan atas 
beberapa macam sebagai berikut: 
1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) 
2) Pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339 KUHP) 
3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) 
4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) 
5) Pembunuhan anak dengan berencana (Pasal 342 KUHP) 
6) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344KUHP) 
7) Bunuh diri (Pasal 345 KUHP) 
8) Pembunuhan (menggugurkan) kandungan (Pasal 346 KUHP) 
e. Sanksi Pidana dan Tindakan 
1) Sanksi Pidana 
Jenis pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini 
dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.  
a) Pidana pokok 
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(1) Pidana mati;  
(2) Pidana penjara; 
(3) Pidana kurungan; 
(4) Pidana denda; 
b) Pidana Tambahan 
(1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
(2) Perampasan barang-barang tertentu; 
(3) Pengumuman putusan Majelis Hakim.  
Penjelasan mengenai Pidana pokok: 
(a) Pidana mati 
Berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak 
tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, 
yang pelaksanaannya berupa penyerangan hak hidup bagi manusia, 
yang sesungguhnya hak ini berada ditangan Tuhan, maka tidak 
heran dari dulu sampai sekarang mendapat pro dan kontra, 
bergantung dari kepentingan dan cara memandang Pidana mati itu 
sendiri. 
Kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah telah 
dijalankan maka tidak akan dapat memberikan harapan lagi untuk 
perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan diri 
atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan 
Pidana itu terdapat kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya. 
KUHP menjelaskan kejahatan-kejahatan yang diancam 
pidana mati adalah kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat 
berat saja yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti: 
(i) Kejahatan-kejahatan yang mengancam negara (Pasal 104, Pasal 
111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (3) jo Pasal 129). 
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(ii) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan 
atau dilakukan karena faktor-faktor pemberat, misalnya Pasal 
140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP. 
 Pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 
tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan 
Presiden sebagai Undang-Undang. 
(b) Pidana penjara 
 Stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 Ayat (1), dibedakan 
menjadi:  
(i) Pidana penjara seumur hidup 
Diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang berat, yakni: 
sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 365 
Ayat (4), Pasal 368 Ayat (2) KUHP. Berdiri sendiri dalam arti 
tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya 
adalah pidana sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) 
tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 Ayat (2) KUHP. 
(ii) Pidana penjara sementara waktu 
Paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama (maksimum 
umum) 15 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat (2). 
KUHP. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan 
untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal yang ditentukan dalam 
Pasal 12 Ayat (3) KUHP. 
(c) Pidana kurungan 
 Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim kepada 
orang-orang dewasa. Pidana kurungan merupakan pembatasan 
kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh Hakim bagi orang-
orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, akan tetapi 
apabila pada saat putusan Hakim dibacakan, terpidana kurungan 
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atau penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga 
putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Minimum pidana kurungan adalah 1 (satu) hari dan 
maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Dalam hal ada 
pemberatan pidana seperti karena perbarengan, pengulangan, dan 
ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52 bis KUHP maka maksimum 
pidana kurungan ditambah 1/3 menjadi 1 tahun 4 bulan. 
(d) Pidana denda  
 Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran 
(Buku III) baik sebagai alternatif dari Pidana kurungan maupun 
berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan 
ringan maupun kejahatan culpa, Pidana denda sering diancamkan 
sebagai alternatif dari Pidana kurungan, apabila denda tidak 
dibayar dapat diganti dengan kurungan (Pasal 30 Ayat 2 KUHP). 
Lamaya kurungan pengganti (denda) minimum 1 (satu) hari dan 
maksimum 6 (enam) bulan (Pasal 30 Ayat 3 KUHP). Dalam 
keadaan tertentu seperti dalam hal perbarengan, pengulangan dan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan 52 bis KUHP, 
maksimum kurungan pengganti dapat ditambahkan 1/3 sehingga 
menjadi 8 (delapan) bulan (Pasal 30 Ayat 5 KUHP). 
Penjelasan mengenai Pidana tambahan: 
(a) Pencabutan hak-hak tertentu 
 Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang 
tegas ditentukan oleh Undang-Undang untuk mencabut beberapa 
hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP. 
Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu, pada pidana 
seumur hidup lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara 
atau kurungan sementara dan pidana denda lamanya pencabutan 
paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih dari 
pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan 
paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan 
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hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan 
(Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini adalah 
berlaku juga bagi terpidana mati dapat berubah karena terpidana 
mati lari dari eksekusi atau mungkin dapat pengampunan (grasi). 
Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP. 
(b) Perampasan barang-barang tertentu 
  Ada dua jenis barang yang dapat dirampas, yaitu pertama 
barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua adalah 
barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam 
hal itu, berlaku ketentuan umum, haruslah kepunyaan terpidana 
dan adapun pengecualian yang terdapat dalam Pasal 250 bis 
KUHP dan juga didalam perundang-undangan diluar KUHP. 
Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini, maka dirampas: mata uang palsu, 
dipalsukan atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang palsu 
atau dipalsukan, bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut 
sifatnya dipergunakan untuk meniru, memalsukan, atau 
mengurangi nilai-nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang 
dipakai untuk menjadi objek dalam melakukan kejahatan, 
dirampas, dan juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan 
terpidana. 
(c) Pengumuman putusan hakim 
Didalam Pasal 34 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan 
tersebut didalamnya atau aturan umum lainnya, maka harus 
ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya 
Terpidana. 
Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya 
dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang, misalnya Pasal 206 Ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 204 
dan 205 KUHP), yaitu menjual dan seterusnya, atau karena 
kealpaannya menyerahkan barang-barang berbahaya bagi nyawa 
atau kesehatan orang) (Muhammad Saldy, 2017: 47-50). 
2) Tindakan 
Sanksi tindakan dalam KUHP dapat ditemukan pada Pasal 44 
Ayat (2) KUHP yaitu perawatan di rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 
(satu) tahun sebagai waktu percobaan.  
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f. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku 
dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 
tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 
atau tidak.  
Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana 
merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam 
bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin 
mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan 
seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasar asas 
tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana 
seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana 
(actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea) (Hanafi, 
1999:27).  
Doktrin mens rea disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dan 
dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana 
menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-
kondisi memaafkan itu.  
Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar 
dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa 
pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan 
dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dilihat dari sudut terjadinya 
tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas 
tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum 
serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan 
sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah 
dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.  
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Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana: 
1) Mampu bertanggung jawab; 
2) Kesalahan; 
3) Tidak ada alasan pemaaf (Amir Ilyas, 2012:75). 
a) Kemampuan Bertanggungjawab 
Kemampuan bertanggungjawab adalah kondisi batin yang 
normal atau sehat dan mampunyai akal seseorang dalam membeda-
bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, untuk adanya 
kemampuan bertanggungjawab harus ada:  
(1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang 
baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan 
hukum; 
(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut 
keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi 
(Moeljatno, 2008:178). 
Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan 
bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 Ayat (1) 
yang berbunyi:  
“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” 
Kesimpulannya bahwa orang yang mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya ialah apabila dalam berbuat 
itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam 
pasal 44 Ayat (1) KUHP. Ada dua faktor untuk menentukan adanya 
kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor 
kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan 
yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Faktor perasaan atau 
kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan 
keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak 
diperbolehkan.   
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b) Kesalahan 
Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana 
ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Berdasarkan asas 
hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada 
seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa 
terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan.  
Kesalahan adalah keadaan psychis yang melakukan 
perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, 
sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena 
perbuatan tadi, yang harus diperhatikan adalah keadaan batin 
dari orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungan antara 
keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. 
Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu 
kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan terdiri 
dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:  
(1) Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk) 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, pelaku 
dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti 
oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada 
pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan sanksi 
pidana, karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat 
tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai 
suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya 
ancaman hukuman ini.   
(2) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan 
(zekerheidsbewustzijn) 
Kesengajaan ini ada apabila pelaku, dengan perbuatannya 
tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar 
dari delik, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti 
akan mengikuti perbuatan itu. 
(3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan 
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka 
akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena 
merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat 
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dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang 
dilakukannya (Moeljatno, 1983:46). 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada 
yang menjelaskan secara jelas mengenai pengertian tentang 
kelalaian, dalam Bahasa Belanda kelalaian disebut dengan culpa. 
Culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih 
dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang 
tersebut. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam 
yaitu: 
(1) Kealalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, 
maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari 
perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 
KUHP; 
(2) Kealalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat 
yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau 
matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
359, 360, 361 KUHP. 
c) Alasan Penghapus Pidana 
Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan 
yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang 
sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, 
dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang 
kepada hakim. Alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu 
alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan 
yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan 
pembenar: 
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“ 
(1) Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat 
melawan hukum suatu tindak pidana, jadi dalam alasan 
pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Alasan 
pembenar tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 
50 dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP. 
(2) Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari 
si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap 
melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi 
orang/pelakunya (subjektif). Alasan pemaaf terdapat dalam 
Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP.  
Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan 
pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah 
memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu 
perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan 
tidak dihukum (dipidana).  
2. Tinjauan Tentang Ketidakmampuan Bertanggungjawab Berdasarkan 
Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 44 KUHP berbunyi: 
1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat 
dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena 
penyakit, tidak dipidana. 
2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau 
terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya 
orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun 
sebagai waktu percobaan.  
3) Ketentuan tersebut dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negara.” 
Pasal ini menentukkan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap 
tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya 
terjadi salah satu di antara dua hal yaitu: 
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a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga 
akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik 
dan yang buruk. Contohnya adalah idiot, imbicil, tuna grahita/mental 
retardasi yang melakukan tindak pidana; 
b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh 
suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi  
secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang 
baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang yang mengalami penyakit 
jiwa, manie, hysterie, epilepsie, melancholie (R. Soesilo, 1996:99) 
Termasuk dalam kategori penyakit jiwa dalam Pasal 44 Ayat (1) 
KUHP hanyalah yang bersifat gangguan psikosis/psikosa, yaitu gangguan 
yang bersifat kejiwaan (psikologi), bukan yang bersifat gangguan syaraf 
(neurosis), dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian (personality 
disorder), dimana contoh dari gangguan psikosis/psikosa adalah skizofrenia. 
Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab 
adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya 
atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu 
diperhatikan. Pertama, menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal 
ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli kejiwaan, jadi ditetapkan secara 
deskriptif. Kedua, menentukan hubungan sebab-akibat anatara keadaan jiwa 
tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara 
normatif, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP kita menempuh 
sistem deskriptif-normatif di dalam menetukan tidak dapatnya seseorang 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.  
Kesimpulannya untuk menentukan ketidakmampuan 
bertanggungjawab seorang pelaku dengan gangguan jiwa maka kondisi 
kejiwaan pelaku harus memenuhi Pasal 44 Ayat (1) KUHP yaitu pelaku 
mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya atau mengalami gangguan 
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kenormalan yang disebabkan oleh penyakit. Termasuk dalam kategori 
penyakit jiwa dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP hanyalah yang bersifat 
gangguan psikosis/psikosa, sehingga dalam menentukan hal ini harus 
berdasarkan pemeriksaan ahli kejiwaan, kemudian hakim yang menentukan 
apakah ada hubungan antara kejiwaan pelaku dengan perbuatan pidana yang 
dilakukannya, jika terdapat hubungan antara gangguan jiwa dengan 
perbuatan pidananya maka ia dinyatakan tidak memiliki kemampuan untuk 
bertanggungjawab.   
KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara 
negatif, artinya undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang 
dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan, dengan berpijak 
pada prinsip itu, dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka 
dalam hal kemampuan bertanggung jawab ini dirumuskan secara negatif. 
Sudarto membedakan antara “tidak mampu bertaanggungjawab 
untuk sebagian” dan “kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab”. 
Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian tersebut antara lain 
(Sudarto dalam I Made Widnyana, 2010:61-62): 
1) Kleptomanie, penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak 
tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa 
perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu 
barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan 
biasa, jiwanya sehat. 
2) Pyromanie, penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan 
pembakaran tanpa alasan sama sekali. 
3) Claustrophobie, penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat 
sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang 
terlarang bila dalam keadaan demikian, misalnya memecah-mecah kaca 
jendela. 
4) Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber 
(achtervolgingswaan) oleh musuh-musuhnya. 
Mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian 
dapat diartikan bahwa orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk 
bertanggungjawab, apabila terdapat hubungan antara gangguan jiwa yang 
25 
 
         25 
 
dialaminya dengan perbuatan pidananya. Kalau antara gangguan jiwa dan 
perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. 
Terdakwa yang dianggap “kurang mampu bertanggungjawab” tetap 
dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor 
itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan pemidanaan (I 
Made Widnyana, 2010:62). Termasuk kurang mampu bertanggungjawab 
adalah orang dengan keterbelakangan mental/mental retardasi.  Keadaan ini 
hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan berat 
ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu dapat menjadi alasan untuk 
pengurangan pidana. 
Tidak mampu bertanggungjawab dan kekurangan kemampuan 
bertanggungjawab tersebut secara implisit sudah terdapat dalam ketentuan 
Pasal 44 KUHP.  
Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat 
dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu 
bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses 
pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat 
dikenakan tindakan, tapi tidak dapat dikenakan pidana, sementara itu kurang 
dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi 
tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana (Hanafi Amrani dan Mahrus 
Ali, 2015:96). 
Dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP diatur mengenai tindakan yang 
dapat dikenakan oleh hakim berkenaan dengan orang yang berada dalam 
keadaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. 
Selanjutnya dalam Pasal 44 Ayat (3) KUHP, ditentukan pengadilan mana 
yang mempunyai wewenang yang ditentukan dalam Ayat (2) Pasal 44 
KUHP, yaitu wewenang untuk memasukkan seorang terdakwa ke rumah 
sakit jiwa sebagai masa percobaan. Menurut Ayat ini, wewenang tersebut 
hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri.  
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3. Tinjauan Tentang Kesehatan Jiwa dan Gangguan Jiwa 
a. Kesehatan Jiwa 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa 
adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, 
mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari 
kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara 
produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 
Kesimpulannya kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan dan 
merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, 
dan sosial individu secara optimal dan yang selaras dengan 
perkembangan orang lain. 
Salah satu cara untuk mencapai jiwa yang sehat adalah dengan 
penilaian diri yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya yang berkaitan 
erat dengan cara berpikir, cara berperan, dan cara bertindak. 
b. Gangguan Jiwa 
Gangguan jiwa dimaknai sebagai suatu kondisi medis terdapat 
suatu gejala atau terjadinya gangguan patofisiologis yang mengganggu 
kehidupan sosial, akademis dan pekerjaan. Gangguan tersebut bisa 
berbentuk apa saja yang beresiko terhadap pribadi seseorang dan 
lingkungan sekitarnya. Contoh ekstrim yang sering kita lihat dari 
gangguan jiwa ini adalah mereka yang menderita skizofrenia. Mereka 
sering bicara sendiri, tertawa sendiri, cepat tersinggung atau marah 
sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan sosial (Idham Suryansyah, 
2017:35). 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa 
pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan pengertian mengenai penyakit kejiwaan 
terbagi menjadi dua sebagaimana tercantum pada Ayat (2):  
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“Orang Dengan Masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah 
orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan 
perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami 
gangguan jiwa.” 
Selanjutnya pada Ayat (3):  
“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ 
adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan 
perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau 
perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan 
penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai 
manusia.” 
ODMK adalah setiap orang yang rentan mengalami gangguan 
kejiwaan sesuai diagnosis yang ada di dalam Panduan Penggolongan 
dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III). Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mengategorikan 
homoseksual dan biseksual sebagai ODMK. Homokesualitas adalah 
kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada jenis kelamin yang 
sama. Homoseksual meliputi lesbian dan gay. Biseksualitas adalah 
kecenderungan ketertarikan seksual kepada kedua jenis kelamian.   
Penyebab ODGJ yaitu faktor somatik (psikis kelahiran dan 
proses persalinan, psikologik, sosio-budaya, keturunan, cacat kongenital 
(cacat lahir), deprivasi dini, pola keluarga yang patogenik (pola asuh 
tidak sehat), penyalahgunaan obat-obatan, psikodinamik (hakikat, 
perkembangan kepribadian). ODGJ akan memgalami beberapa tanda 
dan gejala, yaitu gangguan kognitif, perhatian, ingatan, asosiasi, pikiran, 
kesadaran, kemauan, emosi, dan psikomotor. ODGJ terdapat berbagai 
jenis, diantaranya gangguan mental organik (delirium, demensia, dan 
amnesia), gangguan psikotik (skizofrenia), retardasi mental, dan 
gangguan neurotik (ansietas fobik, panik, cemas menyeluruh, neurosis 
depresi, obsesi kompulsif, disosiatif dan somatoform) (Sutrisna dan 
Lisa, 2013). 
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ODMK dan ODGJ bukanlah diagnosis. ODMK dan ODGJ 
adalah terminologi yang digunakan di dalam perundang-undangan. Oleh 
sebab itu, dalam penentuan diagnosis, psikolog ataupun psikiater harus 
tetap merujuk kepada panduan diagnosis yang diakui di Indonesia, yaitu 
Panduan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III) 
yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.  
Tidak semua ODMK akan berkembang menjadi ODGJ. Banyak 
faktor yang berkontribusi untum timbulnya gangguan kejiwaan pada 
seseorang diantaranya faktor genetik, neurobiologik, psikologik, budaya 
dan spiritualitas. 
Gangguan jiwa dibedakan sebagai berikut: 
1) Depresi 
Depresi adalah gangguan patologis terhadap mood mempunyai 
karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan 
kepercayaan bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa, 
ketidakberdayaan, harga diri rendah, bersalah, harapan yang negatif  
dan takut pada bahaya yang akan datang.  
2) Kecemasan (anxiety disorder) 
Kecemasan sebagai mekanisme yang melindungi ego karena 
kecemasan memberi sinyal kepada kita bahwa ada bahaya dan kalau 
tidak dilakukan tindakan yang tepat maka bahaya itu akan meningkat 
sampai ego dikalahkan. Kecemasan bisa menjadi tidak normal jika 
perasaan takut atau gugup menjadi berlebihan, sulit untuk dikontrol, 
atau mengganggu kehidupan sehari-hari. 
3) Skizofrenia 
Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan 
menimbulkan disorganisasi personalitas, dalam kasus berat, klien 
tidak mempunyai kontak dengan realitas sehingga pemikiran dan 
perilakunya abnormal. Jarang bisa terjadi pemulihan sempurna 
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dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhit dengan 
personalitas yang rusak “cacat”. 
4) Gangguan Kepribadian 
Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan 
penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan 
berbeda dari orang normal. Selain pola pikir yang tidak sehat, 
kondisi yang dikategorikan sebagai penyakit mental ini juga bisa 
membuat penderitanya sulit untuk merasakan, memahami, atau 
berinteraksi dengan orang lain. Klasifikasi gangguan kepribadian 
adalah kepribadian paranoid, kepribadian afektif/siklotemik, 
kepribadian skizoid, kepribadian axplosif, kepribadian 
anankastik/obsesif-kompulsif, kepribadian histerik, kepribadian 
astenik, kepribadian antisosial, kepribadian pasif agresif, kepribadian 
inadekuat. 
5) Gangguan Mental Organik 
Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit 
jasmani yang terutama mengenai otak atau yang terutama diluar 
otak. Jika bagian otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar 
mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada penyakit 
yang menyebabkannya bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu 
saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan 
sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya.  
6) Gangguan Psikosomatik 
Psikosomatik bisa diartikan sebagai penyakit atau keluhan fisik yang 
disebabkan maupun diperburuk oleh pengaruh faktor mental pada 
diri seseorang. Psikosomatik biasanya berawal dari masalah 
psikologis, seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Beragam keluhan 
fisik yang terjadi adalah sakit perut/nyeri ulu ati, sakit punggung 
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belakang, sakit gigi, sakit kepala dan migrain, bernapas dengan 
cepat, jantung berdebar-debar, gemetar, berkeringat. 
7) Retardasi Mental 
Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang 
terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya 
terhambatnya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga 
berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya 
kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial (Rusdi Maslim, 
2013).  
c. Gangguan Jiwa Skizofrenia 
1) Pengertian Skizofrenia 
Skizofrenia berasal dari kata schizos yang berarti pecah 
belah/bercabang, sedangkan fhren artinya jiwa. Istilah tersebut 
menjelaskan adanya perpecahan pikiran, emosi, dan perilaku pada 
pasien dengan gangguan tersebut (Iyus Yosep, Ni Luh Nyoman Sri 
Puspowati, dan Aat Sriati, 2009:195). The term schizophrenia refers 
to a major mental disorder, or group of disorders, whose causes are 
still largely unknown and which involves a complex set of 
disturbances of thinking, perception, affect and social behaviour 
(Angelo Barbato, 1997:1) (istilah skizofrenia mengacu pada 
gangguan jiwa berat, atau sekelompok gangguan, yang penyebabnya 
masih belum diketahui dan melibatkan serangkaian gangguan 
pemikiran, persepsi, pengaruh dan perilaku sosial yang kompleks). 
Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan 
gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku-perilaku yang 
terganggu, dimana berbagai pemikiran, tidak saling berhubungan 
secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru, afek yang datar atau 
tidak sesuai, dan berbagai gangguan aktivitas motorik yang bizarre 
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(Wiramihardja dalam Diny Rezki, Amelia, dan Zainur Anwar, 
2013:56). 
Skizofrenia termasuk dalam pengertian Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. 
Menurut Mahmud Abbasi dan Alireza Khosravi J. dalam 
penelitiannya yang berjudul Schizophrenia and it’s Criminal 
Liability from Point of Iran’s Law, penderita skizofrenia dapat 
berbuat jahat karena pengaruh imajinasi mereka.  
The most characteristic of this diseases are further tendency 
to isolation, separation, and loneliness. They can become delinquent 
exceptionally because of their imaginations events. These patients 
create wrongdoing for some reasons, including:  
a) Their delusions and hallucinations which are created by their 
psychosis, brain damages, and misuse of drugs; 
b) Having some disorders which cause impulsive and unexpected 
behavior;  
c) Personality disorders; 
d) Having an excitabillity mood, low tolerance, and neurotic 
circumtences (Mahmud Abbasi and Alireza Khosravi J., 
2012:151-188).  
(yang paling khas dari penyakit ini adalah kecenderungan lebih 
lanjut untuk melakukan isolasi diri, pemisahan, dan kesendirian. 
Mereka dapat berbuat jahat karena pengaruh imajinasi mereka. 
Pasien-pasien ini melakukan perbuatan yang dilarang karena 
beberapa alasan, termasuk: 
a) Delusi dan halusinasi yang disebabkan oleh psikosis, kerusakan 
otak, dan penyalahgunaan obat-obatan; 
b) Memiliki beberapa kelainan yang menyebabkan perilaku 
impulsif dan tak terduga; 
c) Gangguan kepribadian; 
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d) Mengalami rangsangan jiwa/pikiran, toleransi rendah, dan 
keadaan neurotik). 
2) Gejala Skizofrenia 
Gejala-gejala skizofrenia dibagi menjadi dua yaitu gejala 
primer dan gejala sekunder, gejala primer diantaranya gangguan 
proses pikiran (bentuk, langkah dan isi pikiran), gangguan afek dan 
emosi, gangguan kemauan, banyak penderita dengan skizofrenia 
mempunyai kelemahan kemauan. Mereka tidak dapat mengambil 
keputusan dan tidak dapat mengambil tindakan dalam suatu 
keputusan, dan yang terakhir adalah gejala psikomotor juga 
dinamakan gejala katatonik atau gangguan perbuatan. Kemudian 
gejala sekunder yang terdiri dari waham, waham yang diderita 
penderita skizofrenik sering tidak logis dan bizar, tetapi penderita 
tidak memahami hal tersebut dan menganggap bahwa wahamnya 
merupakan fakta dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Gejala 
sekunder yang kedua adalah halusinasi, pada skizofrenia halusinasi 
timbul tanpa ada penurunan kesadaran dan hal ini merupakan suatu 
gejala yang hampir tidak dijumpai pada keadaan lain. Paling sering 
pada skizofrenia adalah halusinasi pendengaran, halusinasi 
penciuman, halausinasi cita rasa atau halusinasi taktil (diakses dari 
http://psikologi.or.id/psikologi-kognitif/skizofrenia.htm, pada 11 
Maret 2018 Pukul 12:00 WIB).  
Berdasarkan penjelasan di atas maka orang dengan gangguan 
skizofrenia mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan karena 
terganggunya proses berpikir yang disebabkan delusi, halusinasi, dan 
keadaan-keadaan yang menyebabkan mereka sulit untuk 
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 
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3) Faktor Penyebab Skizofrenia 
Hingga sekarang belum ditemukan penyebab (etilogi) yang 
pasti mengapa seseorang menderita skizofrenia, padahal orang lain 
tidak. Ternyata dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tidak 
ditemukan faktor tunggal. Penyebab skizofrenia menurut penelitian 
mutakhir antara lain faktor genetik, virus, auto antibody, dan 
malnutrisi. 
Penelitian lain menyebutkan bahwa gangguan pada 
perkembangan otak janin juga mempunyai peran bagi timbulnya 
skizofrenia kelak dikemudian hari. Gangguan ini muncul, misalnya, 
karena kekurangan gizi, infeksi, trauma, toksin dan kelainan 
hormonal. Penelitian mutakhir menyebutkan bahwa meskipuna ada 
gen yang abnormal, skizofrenia tidak akan muncul kecuali disertai 
faktor-faktor lainnya yang disebut epigenetik faktor.  
Kesimpulannya adalah bahwa skizofrenia muncul apabila 
terjadi interaksi antara abnormal gen dengan: 
a) Virus atau infeksi lain selama kehamilan yang dapat menganggu 
perkembangan otak janin; 
b) Menurunnya autoimun yang mungkin disebabkan infeksi selama 
kehamilan; 
c) Komplikasi kandungan; dan 
d) Kekurangan gizi yang cukup berat, terutama pada trimester 
kehamilan. 
Orang yang sudah mempunyai faktor epigenetik tersebut, 
apabila mengalami stresor psikososial dalam kehidupannya, maka 
risikonya lebih besar untuk menderita skizofrenia dari pada orang 
yang tidak ada faktor epigenetik sebelumnya (Iyus Yosep, 2014:43). 
4) Tipe-Tipe Skizofrenia  
Tipe-tipe Skizofrenia adalah sebagai berikut: 
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a) Skizofrenia tipe paranoid 
Ciri utama skizofrenia tipe ini adalah adanya waham 
yang mencolok atau halusinasi auditorik dalam konteks 
terdapatnya fungsi kognitif dan afek yang relatif masih terjaga. 
Misalnya bicara yang kacau, afek yang datar atau tidak tepat, 
katakonik atau motorik yang kacau. Wahamnya biasanya adalah 
waham kejar atau waham kebesaran, atau keduanya, tetapi 
waham dengan tema lain (misalnya waham kecemburuan, 
keagamaan) mungkin juga muncul. Halusinasi juga biasanya 
berkaitan dengan tema wahamnya. 
Ciri lainnya meliputi anxiety, kemarahan, menjaga jarak 
dan suka berargumentasi. Individu mungkin mempunyai tingkah 
laku superior dan memimpin dan mungkin mempunyai interaksi 
interpersonal yang kaku, formal atau terlalu intense. Beberapa 
bukti mendukung bahwa prognosa untuk tipe skizofrenia ini 
lebih baik, terutama berkenaan dengan fungsi mencari nafkah 
dan kemampuan untuk hidup mandiri. 
b) Skizofrenia Tipe Disorganized 
Ciri utama skizofrenia tipe disorganized adalah 
pembicaraan kacau, tingkah laku kacau dan afek yang datar atau 
inappropriate. Pembicaraan yang kacau dapat disertai 
kekonyolan dan tertawa yang tidak erat kaitannya dengan isi 
pembicaraan. Disorganisasi tingkah laku (misalnya: kurangnya 
orientasi pada tujuan) dapat membawa pada gangguan yang 
serius pada berbagai aktivitas hidup sehari-hari. 
c) Skizofrenia Tipe Katakonik 
Ciri utama pada skizofrenia tipe katakonik adalah 
gangguan pada psikomotor yang dapat meliputi 
ketidakbergerakan motorik (motoric immobility) aktivitas motor 
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yang berlebihan, negativism yang ekstrim (tanpa motivasi yang 
jelas, bersikap sangat menolak pada segala intruksi atau 
mempertahankan postur yang kaku untuk menolak dipindahkan), 
mutism (sama sekali tidak mau bicara dan berkomunikasi), 
gerakan-gerakan yang tidak terkendali, echolalia (mengulang 
ucapan orang lain) atau echopraxia (mengikuti tingkah laku 
orang lain).  
d) Skizofenia Tipe Undifferentiated 
Sejenis skizofrenia di mana gejala-gejala yang muncul 
sulit untuk digolongkan pada tipe skizofrenia tertentu. 
e) Skizofrenia Tipe Residual 
Diagnosa skizofrenia tipe residual diberikan bilamana 
pernah ada paling tidak satu kali episode skizofrenia, tetapi 
gambaran klinis saat ini tanpa simtom positif yang menonjol. 
Tidak ada yang menonjol dalam hal delusi, halusinasi, 
pembicaraan kacau, tingkah laku kacau atau tingkah laku 
katakonik. Terdapat bukti keberlanjutan gangguan ini, 
sebagaimana ditandai oleh adanya simtom-simtom negatif atau 
dua atau lebih simtom yang terdaftar di kriteria A untuk 
skizofrenia, dalam bentuk yang lebih ringan (Iman Setiadi Arif, 
2006:20-23). 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Kerangka pemikiran tersebut sebagai gambaran mengenai alur 
berpikir dari penulis untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian 
ini. Bermula dari adanya kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan 
Terdakwa Pupun Bin Sanusi, dimana Terdakwa didakwa Pasal 338 KUHP. 
Terdakwa pada saat kejadian melihat korban bernama Ny. Anih Binti 
Komar (Ibu kandung terdakwa) seperti sosok Edi. Edi adalah seseorang 
yang menjadi musuh terdakwa ketika terdakwa berada di Kalimantan. 
Selanjutnya terdakwa mengambil golok dan menyerang korban sampai 
tewas kemudian terdakwa memutilasi korban. Selama persidangan Penuntut 
Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ahli kejiwaan yang dalam hasil 
KUHP (Pasal 44) 
Pertanggungjawaban Pidana  
Pelaku dengan Gangguan 
Jiwa Skizofrenia  
 
Tindak Pidana Pembunuhan 
dengan Mutliasi yang 
dilakukan oleh Pelaku dengan 
Gangguan Jiwa Skizofrenia 
Putusan Pengadilan Negeri 
Cianjur Nomor 
144/Pid.B/2014/PN.Cj 
 
Unsur-unsur 
pertanggungjawaban 
pidana 
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pemeriksaannya menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan 
psikotik berupa skizofrenia jenis Paranoid.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis pertanggungjawaban 
pidana bagi pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 
144/Pid.B/2014/PN.Cj dengan dikaitkan utamanya Pasal 44 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan unsur-unsur pertanggungjawaban 
pidana, kemudian penulis memaparkan bahwa terdapat tindak pidana 
penyelundupan kokain yang pelakunya diketahui juga mengidap skizofrenia 
jenis Paranoid dan Bipolar, namun Majelis Hakim dalam putusannya yaitu 
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1194/Pid.B/2004/PN.Tng 
tetap menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku. Penjelasan ini penting 
untuk mengetahui mengapa terdakwa Pupun Bin Sanusi dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj yang juga 
mengalami gangguan jiwa skizofrenia jenis paranoid tidak dimintakan 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.  
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 BAB 1II 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap : PUPUN Bin SANUSI 
Tempat lahir  : Cianjur 
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1975 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal : Kp. Pasir Gombong Desa Sukamulya, Kecamatan 
Cugenang, Kabupaten Cianjur 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Buruh tani 
2. Kasus Posisi 
Terdakwa PUPUN Bin SANUSI pada hari Rabu tanggal 18 
Desember 2013 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada satu waktu 
tertentu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Kampung Pasir 
Gombong, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur atau 
setidak-tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya ketika 
terdakwa sedang tidur dirumahnya yang juga merupakan tempat tinggal 
korban Ny. Anih Binti Komar (ibu terdakwa) pada saat subuh terdakwa 
mendengar suara berisik di dapur akibat suara berisik tersebut kemudian 
terdakwa terbangun dan melihat kedapur dan ketika sudah berada di ruangan 
dapur terdakwa melihat ibunya Ny. Anih Binti Komar seperti sosok Edi 
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seseorang yang menjadi musuh terdakwa ketika terdakwa berada di 
Kalimantan.  
Selanjutnya terdakwa mengambil golok yang ada di ruangan tengah 
dan menghampiri korban, sebelum terdakwa menyerang korban terdakwa 
sempat mendengar ucapan korban “jangan … ini emak, ibu kamu” namun 
terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetap memukul kening korban 
Ny. Anih Binti Komar hingga korban terjatuh tersungkur, setelah korban 
terjatuh terdakwa mengayunkan golok kearah leher korban yang 
mengakibatkan leher korban putus, selanjutnya terdakwa memotong kedua 
tangan korban di bagian siku dan memotong kedua kaki korban di bagian 
lutut. 
Selanjutnya terdakwa membuang potongan kepala, potongan tangan 
dan potongan kaki korban di selokan dan kebun di belakang rumah korban, 
setelah membuang potongan tubuh korban selanjutnya terdakwa menggali 
tanah dengan cangkul di bagian samping rumah dekat dapur dan 
menguburkan tubuh korban di tempat tersebut. selanjutnya terdakwa 
membersihkan percikan darah di lantai dapur dengan cara menyiram dengan 
air dan dipel menggunakan kain dan terdakwa juga membersihkan darah 
yang menempel di golok yang digunakan terdakwa untuk menghilangkan 
nyawa korban. 
Dua hari kemudian yaitu pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 
jam 05.45 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iim Bin Sar’I yang akan 
berangkat ke warung dan terdakwa mengatakan kepada saksi Iim Bin Sar’I 
bahwa terdakwa telah membunuh ibunya dan memaksa saksi untuk ikut ke 
rumah terdakwa dan ketika berada di rumah, terdakwa menunjukan kepada 
saksi kepala dan potongan tangan serta potongan kaki korban Ny. Anih Binti 
Komar yang sudah ada di selokan di belakang rumah korban di dalam 
gundukan tanah bekas galian baru, dan setelah mengetahui hal tersebut 
selanjutnya saksi Iim Bin Sar’I memberitahukannya kepada saksi Sumin Bin 
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Ahmah selaku RT yang selanjutnya memberitahukan peristiwa tersebut 
kepada pihak Kepolisian. 
Akibat perbuatan terdakwa yang menebas leher korban Ny. Anih 
Binti Komar hingga putus dan juga memotong tangan dan kaki korban 
hingga putus mengakibatkan korban Ny. Anih Binti Komar meninggal dunia, 
hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 30/II/RSUD/2014 
tanggal 22 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Cianjur 
yang dibuat oleh dr. Fahmi Hakim, SpF Dokter Spesialis Forensik yang 
menyimpulkan: “pada mAyat perempuan berumur kurang lebih enam puluh 
tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah leher, lengan atas, lengan 
bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala akibat kekerasan 
tajam dan kekerasan tersebut juga mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi 
dan pembuluh darah balik utama, otot, tulang dan sumsum tulang pada 
daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan 
serta terpotongnya sebagian otak besar. Sebab mati orang ini akibat 
kekerasan tajam pada daerah leher yang mengakibatkan terputusnya 
pembuluh nadi dan pembuluh balik utama daerah leher serta sumsum tulang 
belakang daerah leher. Adanya kekerasan tajam pada daerah lengan atas, 
lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala secara 
tersendiri dapat mengakibatkan kematian”. 
3. Surat Dakwaan 
Penuntut umum dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj 
mendakwa terdakwa PUPUN Bin SANUSI dengan Pasal 338 KUHP yang 
menyatakan bahwa “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun”. Hal tersebut diakibatkan terdakwa telah dengan sengaja merampas 
nyawa korban Ny. Anih Binti Komar yang tak lain merupakan ibu terdakwa 
sendiri.  
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4. Tuntutan 
Penuntut umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan sebagai 
berikut: 
a. Menyatakan terdakwa PUPUN Bin SANUSI secara sah dan meyakinkan 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP 
dalam surat dakwaan tunggal. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUPUN Bin SANUSI dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat. 
2) 1 (satu) buah cangkul; Dirampas untuk dimusnahkan. 
3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan Majelis Hakim mengadili 
sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa PUPUN Bin SANUSI terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi 
terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam 
ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. 
b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 
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c. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di 
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan 
selama 3 (tiga) bulan. 
d. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan. 
e. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 
serta martabatnya seperti dalam keadaan semula. 
f. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat. 
2) (satu) buah cangkul; Dirampas untuk dimusnahkan. 
g. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
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B. Pembahasan 
Penyakit kejiwaan adalah salah satu penyakit yang marak di kalangan 
masyarakat Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum mengenali 
dan mengindikasi adanya penyakit kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh penyakit 
kejiwaan adalah penyakit yang tidak dapat dilihat namun dapat diketahui dari 
gejala-gejala perilaku yang dialami pasien. 
Orang dengan gangguan skizofrenia pada hakikatnya tetap diakui sebagai 
subjek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban 
yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka 
pengadilan. Ketika orang dengan gangguan skizofrenia melakukan suatu tindak 
pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya 
tersebut maka ia haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab. 
Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 
144/Pid.B/2014/PN.Cj mempertimbangkan secara yuridis apakah dari hasil 
pemeriksaan di persidangan perbuatan Pupun Bin Sanusi telah memenuhi atau 
tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu 
“dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 
338 KUHP. 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (Doodslag In Zijn 
Grondvorm), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua 
unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 
karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP: 
1. Unsur barang siapa; 
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain; 
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Uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa: 
Barang siapa adalah: siapapun orangnya sebagai subyek hukum 
pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur ini dimaksudkan 
untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah 
benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini  
dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam 
menghukum seseorang.  Berdasarkan Berita Acara Penyidikan di 
Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum 
yang keseluruhan menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak 
pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan 
memperhatikan identitas terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku 
dalam perkara aquo adalah seseorang yang bernama “Pupun Bin Sanusi” 
yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka. 
b. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain: 
Berdasarkan penjelasan MvT (memorie van toelichting) adapun 
yang dimaksudkan dengan pengertian kesengajaan adalah “menghendaki 
dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (willens en 
wetens veroorzaken van een gevolg) seseorang melakukan suatu tindakan 
dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut 
dan/atau akibatnya. Apabila ditinjau dari sudut terbentuknya, maka yang 
dikatakan dengan kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan 
untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan 
nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu 
tindakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan  
bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah adanya kehendak, 
keinginan, niat yang muncul dari dalam batin/ diri si pelaku untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan 
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tersebut diinsyafi oleh pelaku akan segala akibat yang akan ditimbulkan 
nantinya.  
Adapun jiwa adalah roh manusia yang ada di dalam tubuh dan 
menyebabkan seseorang hidup (nyawa), sedangkan yang dikatakan 
dengan menghilangkan adalah melenyapkan, membuat supaya hilang, 
membuang supaya tidak ada lagi, meniadakan. Dari pengertian tersebut 
maka dapatlah ditarik definisi bahwa yang dikatakan dengan 
menghilangkan jiwa orang  lain adalah membuat lenyapnya, membuat 
supaya hilang nyawa seseorang (manusia) sehingga menyebabkan telah 
terpisahnya antara nyawa dan raga; 
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan 
terhadap seorang perempuan yang bernama ibu Anih Binti Komar (ibu 
kandung terdakwa) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 
03.00 Wib yang bertempat di Kampung Pasir Gombong Desa Sukamulya 
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur; 
Berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 
30/II/RSUD/2014 tanggal 22 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh 
RSUD Kabupaten Cianjur yang dibuat oleh dr. Fahmi Hakim, SpF 
Dokter Spesialis Forensik yang menyimpulkan “pada manyat perempuan 
berumur kurang lebih enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada 
daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan 
tangan serta kepala akibat kekerasan tajam dan  kekerasan tersebut juga 
mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh darah balik 
utama, otot, tulang dan sumsum tulang pada daerah leher, lengan atas, 
lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta terpotongnya 
sebagian otak besar. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada 
daerah leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan 
pembuluh balik utama daerah leher serta sumsum tulang belakang daerah 
leher. Adanya kekerasan tajam pada daerah lengan atas, lengan bawah, 
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tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala secara tersendiri dapat 
mengakibatkan kematian; 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga 
dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa 
benar terdakwa telah membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 
Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB yang bertempat dirumah 
terdakwa sendiri yaitu di Kampung Pasir Gombong Desa Sukamaju 
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur; 
Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa unsur ke-dua yaitu unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa 
orang lain dinyatakan terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari dakwaan 
di atas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbutan terdakwa, maka dengan 
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pembunuhan”. 
Pembunuhan biasa ini pada umumnya, Pasal 338 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya 
adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Kata “paling lama” menjelaskan 
bahwa tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana 
kurang dari 15 tahun penjara. 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam 
pembunuhan biasa yaitu Unsur Subjektif, yakni perbuatan dengan sengaja. 
Dengan sengaja (Doodslag), artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan 
kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang 
dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa 
direncanakan terlebih dahulu. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP, maka seorang yang menderita 
skizofrenia yang sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana berdasarkan 
Pasal 338 KUHP, akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada 
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yang disebut dengan alasan penghapus pidana. Skizofrenia lebih mengarah 
kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai 
alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP: 
“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab jiwanya cacat dalam tumbuhnya 
(gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit.” 
Pada alasan pemaaf, tindak pidana dilakukan oleh seseorang diluar 
kesadarannya sehingga perbuatannya dimaafkan oleh hukum, yaitu orang 
jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Hakim 
dalam menjatuhkan putusan mengenai dapat dipertanggungjawabkan atau 
tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dan dapat pula meminta 
nasehat dari ahli penyakit jiwa, karena untuk menentukan keadaan jiwa 
seseorang adalah kewenangan ahli penyakit jiwa, sedangkan hakim yang 
menentukan apakah perbuatan pidana si pembuat berhubungan dengan gangguan 
jiwa yang dialaminya.  Keterangan ahli tersebut dituangkan dalam visum et 
repertum. Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan 
oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan 
peradilan sebagai sarana pembuktian.  
Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj di Pengadilan 
Negeri Cianjur menyatakan terdakwa Pupun Bin Sanusi terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi 
Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk melepaskan terdakwa dari segala 
tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk 
menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk 
menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.  
Alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut karena perlu 
dipertimbangkan lebih lanjut mengenai seberapa pantas dan adil pidana yang 
dijatuhkan mengingat bahwa suatu pemidanaan harus pula memperhatikan 
keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut. Oleh 
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karena itu hakim harus mencari dan menemukan alasan-alasan yang masuk akal 
dan dapat diterima sehingga akan diperoleh suatu ukuran pemidanaan yang 
betul-betul mencerminkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi 
terdakwa. Sebagai ukuran untuk menemukan seberapa pantas dan adil pidana 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Hakim selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan 
terdakwa, juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan karena 
dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan 
pertanggung jawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah 
terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula 
dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hakim mempertimbangkan ketentuan 
dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.  
Menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP, maka hal tidak mampu 
bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam 
pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak 
mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang 
perlu diperhatikan. Pertama, menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal 
ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater. 
Kedua, menentukan hubungan sebab-akibat anatara keadaan jiwa tersebut 
dengan perbuatannya, penetuan ini oleh seorang hakim. 
Seseorang baru dapat dikatakan mampu bertanggung jawab bila mana 
keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementera, 
tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile) dan lain sebagainya, tidak 
terganggu (karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap), pengaruh bawah 
sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts 
dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar, sedangkan 
kemampuan jiwanya harus dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat 
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menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau 
tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawab pidana apabila 
perbuatan yang dilakukannya adalah bersifat melawan hukum dengan syarat 
didalamnya tidak ada unsur peniadaan sifat melawan hukum. Pada prinsipnya 
bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur yang telah dilarang oleh hukum 
pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada 
kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan 
pertanggungjawaban pidana karena orang tersebut tidak bisa dimintakan 
pertanggungjawaban pidana. 
Menetapkan ada tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu 
merupakan wewenang hakim dan bukan ahli kejiwaan. Keterangan/pendapat 
yang diberikan oleh seorang ahli kejiwaan (psychiater) dipersidangan tidak 
mengikat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun oleh karena hakim 
bukan seorang ahli kejiwaan, maka hakim mempertimbangkan pendapat ahli 
tersebut guna memperkuat keyakinannya.  
Berdasarkan keterangan saksi pertama Enur Nurodin Bin Sanusi (kakak 
kandung terdakwa), terdakwa dan ibunya serta kedua kakak saksi pernah  
berstransmigrasi di daerah Kalimantan Tengah. Terdakwa menikah dengan 
perempuan penduduk asli pribumi suku Kalimantan Tengah dan memiliki 2 
(dua) orang anak, namun mereka bercerai. Setelah kembali ke kampungnya 
didaerah Cugenang terdakwa kembali menikah namun anak dan isterinya 
tersebut meninggal dunia. Terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak dia pulang 
dari Kalimantan Tengah, apabila penyakitnya kambuh dia tidak mengenal orang 
meskipun itu ibu atau saudaranya sendiri, dia seperti orang dalam keadaan 
ketakutan dan merasa ada orang yang merupakan musuhnya sambil tangannya 
menunjuk- nunjuk keatas dengan berkata-kata “tuh ada musuh diatas”. 
Setiap kali penyakitnya kambuh terdakwa selalu dalam ketakutan dan 
menyebut-nyebut orang yang bernama “Edi sedang mengawasinya” dan ketika 
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saksi bertanya “siapa orang yang dimaksudkan”, terdakwa menjawab bahwa 
“orang tersebut adalah musuhnya saat terdakwa sedang bertransmigrasi di daerah 
Kalimantan”.  
Keterangan saksi tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi 
kedua Iim Bin Sar’I yang mengatakan bahwa terdakwa sehari-hari mengalami 
gangguan jiwa, akan tetapi sifatnya kambuh- kambuhan, kadang sehat beberapa 
bulan, namun kadang sakit dan kalau penyakitnya kambuh dia sering menyebut-
nyebut nama “Edi” dan tidak mengenal siapa-siapa termasuk ibunya. Keterangan 
dari kedua saksi di atas telah diperkuat dengan adanya pendapat ahli yaitu Dr. 
Susi Wijayanti, SpKj (psikiater di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat). 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas maka terdakwa Pupun Bin 
Sanusi diketahui mengidap gangguan jiwa yang sifatnya kambuh-kambuhan. 
Terdakwa mengalami perasaan ketakutan dikejar-kejar musuhnya hingga timbul 
halusinasi. 
Hakim menimbang bahwa dalam praktik hukum, sepanjang si pembuat 
tidak memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, keadaan jiwa tidak 
dipermasalahkan. Sebaliknya ketika tampak gejala-gejala abnormal, gejala-
gejala itu akan diselidiki apakah gejala-gejala yang tampak itu benar dan 
merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 44 Ayat (1) 
KUHP .  
Penyelidikan ini penting dalam rangka mencapai keadilan dari suatu vonis 
Hakim. Memidana si pembuat yang sebenarnya mengidap sesuatu kelainan jiwa 
sebagaimana yang dimaksud oleh 44 Ayat (1) KUHP tersebut merupakan 
tindakan yang tidak patut dan tidak adil.  
Dalam kasus ini Majelis Hakim memiliki keraguan atas kemampuan 
bertanggungjawab terdakwa Pupun Bin Sanusi karena terdakwa merupakan 
seorang penderita gangguan jiwa sehingga Majelis Hakim membutuhkan 
keyakinan untuk menetapkan kemampuan bertanggungjawab terdakwa, 
keyakinan hakim tersebut haruslah didukung oleh alat bukti. Adapun alat bukti 
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yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dapat 
diperoleh dari:  
1) Keterangan saksi 
2) Keterangan ahli 
3) Surat  
4) Petunjuk 
5) Keterangan terdakwa 
Ketentuan dalam KUHAP yang menyatakan keterangan dokter sebagai saksi 
ahli di pengadilan tercantum dalam Pasal 120, 133 Ayat (1), dan 180. 
Keterangan ahli ada dua jenis yaitu, lisan yang disampaikan saksi ahli 
dalam kesaksiannya di dalam sidang pengadilan dan keterangan tertulis yang di 
dalam bidang kedokteran yang disebut Visum et Repertum. Visum et Repertum 
adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau tim 
dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian. 
Visum et Repertum dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis uang kemudian 
dituliskan sebagai laporan.  
Alat bukti keterangan ahli kejiwaan diperlukan untuk menerangkan 
mengenai kondisi mental terdakwa. Seorang ahli hanya berhak mengatakan 
mengenai keadaan jiwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adapun 
yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa tersebut dengan 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah hakim. 
Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai KUHP dalam menentukan tidak 
dapat dipertanggungjawabkannya seseorang adalah “Deskriptif normatif”. 
Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan keadaan jiwa pelaku menurut 
apa adanya oleh seorang ahli. Normatif, maksudnya adalah hakim yang menilai 
berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, tentang mampu atau tidak mampunya 
terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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Pada kasus ini terdapat 3 (tiga) orang ahli kejiwaan yang memeriksa 
kondisi kejiwaan terdakwa, semua ahli kejiwaan tersebut diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Keterangan ahli pertama yaitu M. Liberty Adi, S.MM., M.Psi 
yang memeriksa keadaan jiwa terdakwa dimana pada saat itu dia seperti orang 
ketakutan dan dikejar-kejar oleh orang yang hendak menghakiminya yang 
bernama “Edi”. Terdakwa memiliki gangguan pada proses mental yang 
membuatnya tidak mampu untuk berbicara secara tepat baik dalam hal waktu, 
tempat maupun konteks. Ahli berpendapat bahwa terdakwa mengalami 
gangguan psikotik berupa skizofrenia jenis paranoid dengan gejala waham 
kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau 
lebih.  
Pada saat ditanyakan tentang masalah pembunuhan yang dilakukan oleh 
terdakwa terhadap ibunya, terdakwa bercerita bahwa pada malam itu ia 
mendapat bisikan-bisikan lalu berhalusinasi melihat ibunya seperti sosok “Edi” 
yang hendak membunuh dirinya, lalu terdakwa membunuh  ibunya yang 
disebutnya sebagai jelmaan/sosok “Edi” yang dianggapnya sebagai musuhnya. 
Sehingga menurut pendapat ahli penyakit yang diderita oleh terdakwa termasuk 
dalam kategori berat.  
Keterangan ahli kedua yaitu Dr. Susi Wijayanti, SpKj pada intinya 
menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan psikotik berupa skizofrenia 
jenis Paranoid dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi. 
Faktor pemicu terbesar hingga terdakwa mengalami gangguan kejiwaan adalah 
ditinggal pasangannya karena. Setelah pulang dari Kalimantan Tengah, 
terdakwa sering menyendiri dan diperkirakan ketika berada di Kalimantan 
Tengah, terdakwa mengalami kejadian yang menyakitkan (traumatic). Ahli 
berpendapat pada saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ibunya 
tersebut berada dalam keadaan yang tidak normal/mengalami gangguan jiwa 
Ahli menyarankan supaya terdakwa dimasukan ke rumah sakit jiwa untuk 
53 
 
         53 
 
dirujuk ke psikiater guna mendapatkan perawatan atas gangguan kejiwaan yang 
dialaminya yaitu skizofrenia jenis Paranoid. 
Keterangan ahli ketiga yaitu Dra. Resmi Prasetyani, Psi, yang bertugas 
sebagai psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat, menerangkan 
bahwa ahli telah melakukan tes kecerdasan terhadap diri terdakwa berdasarkan 
rujukan dari ahli spesialis kejiwaan (psikiater). Ahli berpendapat bahwa 
terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada pada taraf dibawah rata-rata 
yaitu grade IV (skala PM 16). Efek dari tingkat kecerdasan yang rendah pada 
diri terdakwa maka berakibat kemampuan abstraksi verbal rendah, ia kurang 
mampu membentuk pengertian dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. 
Selain itu koordinasi visual motoriknyapun tergolong rendah, sehingga dengan 
kemampuan yang terbatas tersebut terdakwa kurang mampu untuk melakukan 
penilaian terhadap situasi yang ia hadapi akibatnya ketika menghadapi situasi 
tertentu ia tidak tahu harus bagaimana dan harus berbuat apa. 
Keterangan ahli pertama dan kedua pada intinya menyatakan bahwa 
terdakwa mengalami gangguan kejiwaan kategori skizofrenia jenis Paranoid 
dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi, sedangkan 
keterangan ahli ketiga pada intinya menyatakan bahwa terdakwa memiliki 
tingkat kecerdasan yang berada pada taraf dibawah rata-rata yaitu grade IV 
(skala PM 16) dan kurang mampu untuk menilai situasi. Skizofrenia tipe 
paranoid merupakan tipe paling stabil dan paling sering terjadi. Gejala yang 
paling menonjol pada skizofrenia jenis ini adalah waham primer disertai dengan 
waham-waham sekunder dan halusinasi.  
Pendapat ketiga ahli tersebut telah pula dikuatkan dengan hasil Visum et 
Repertum Psychiatricum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 28 Januari 2014 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susi Wijayanti, SpKJ selaku selaku 
Psikater pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat, setelah dilakukan 
pemeriksaan terhadap terdakwa dan berkesimpulan bahwa pada saat terjadi 
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tindak pidana terdakwa dalam keadaan mempunyai ketidakmampuan 
mengarahkan kemauan yang sadar.  
Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, untuk adanya 
kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan 
antara perbuatan yang baik dan yang buruk, membedakan-bedakan mana 
perbuatan yang sesuai dengan hukum dan mana yang melawan hukum serta 
adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, jadi ada dua faktor untuk menentukan 
adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. 
Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan 
tidak diperbolehkan. Faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan 
tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak 
diperbolehkan. Mengenai faktor akal dan faktor kehendak pada penderita 
skizofrenia, dalam hal ini perlu diperhatikan gejala penderita skizofrenia yaitu 
gejala primer dan gejala sekunder. 
Gejala primer berupa gangguan proses pikiran (bentuk, langkah dan isi 
pikiran), gangguan afek dan emosi, gangguan kemauan. Mereka tidak dapat 
mengambil keputusan dan tidak dapat mengambil tindakan dalam suatu 
keputusan. Gejala sekunder berupa waham (delusi) dan halusinasi. Waham yang 
diderita penderita skizofrenia sering tidak logis dan bizar. Tetapi penderita tidak 
memahami hal tersebut dan menganggap bahwa wahamnya merupakan fakta 
dan tidak dapat diubah oleh siapapun, sedangkan halusinasi timbul tanpa ada 
penurunan kesadaran. Halusinasi yang paling sering pada penderita skizofrenia 
adalah halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, halausinasi cita rasa. 
Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan karena terganggunya 
proses berpikir serta munculnya waham dan halusinasi, artinya pengidap 
skizofrenia tidak mampu dipertanggungjawabkan karena dalam diri pembuat 
adanya gangguan mental yang menyebabkan tidak bekerjanya akal secara 
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normal sehingga pembuat tidak mampu menentukan kehendaknya menurut 
keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.  
Skizofrenia ini adalah gangguan jiwa yang termasuk dalam gangguan 
psikosis, tepatnya psikosis fungsional. Gangguan yang termasuk dalam 
keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah 
gangguan-gangguan yang bersifat psikosis atau gangguan jiwa dan bukan 
bersifat gangguan neurosis atau gangguan syaraf, sehingga skizofrenia 
memenuhi syarat-syarat keadaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat 
(1) KUHP, yaitu sebagai keadaan yang terganggu karena penyakit. Berdasarkan 
penjelasan tersebut maka skizofrenia termasuk sebagai alasan penghapus pidana 
yaitu alasan pemaaf, namun pelaku dengan skizofrenia yang melakukan tindak 
pidana tetap dapat dijatuhi hukuman apabila tidak terdapat hubungan antara 
keadaan jiwanya dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian hakim 
yang berkuasa memutuskan tentang dapat atau tidaknya terdakwa 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, dengan meminta nasihat dari ahli 
kejiwaan yang menentukan apakah benar pelaku mengalami gangguan jiwa atau 
tidak.  
Berdasarkan keterangan ahli kejiwaan terdakwa Pupun Bin Sanusi 
mengalami gejala waham dan halusinasi. Waham (delusi) adalah suatu 
keyakinan yang salah yang tidak dapat dijelaskan oleh latar belakang budaya 
pasien ataupun pendidikannya; pasien tidak dapat diyakinkan oleh orang lain 
bahwa keyakinannya salah (Iman Setiadi Arif, 2006:17). Jenis waham yang 
dialami terdakwa Pupun Bin Sanusi antara lain secara lebih rinci adalah sebagai 
berikut: 
1. Grandeur (waham kebesaran)  
Pasien yakin bahwa mereka adalah seseorang yang sangat luar biasa, 
misalnya seorang artis terkenal, atau seorang nabi atau bahkan merasa diri 
Tuhan. Dalam kasus Pupun Bin Sanusi adalah terdakwa mengaku-ngaku 
sebagai “Panglima” seangkatan dengan Bapak SBY. 
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2. Persecution (waham kejar) 
Pasien merasa mereka dikejar-kejar oleh pihak-pihak terntentu yang ingin 
mencelakainya. Dalam kasus Pupun Bin Sanusi adalah terdakwa merasa 
dikejar oleh sosok bernama “Edi” yang hendak menghakiminya. 
Halusinasi adalah persepsi sensorik yang salah dimana tidak terdapat 
stimulus sensorik yang berkaitan dengannya. Halusinasi dapat berwujud 
pengindraan kelima indra yang keliru, tetapi yang paling sering adalah 
halusinasi dengar (auditory) dan halusinasi penglihatan (visual) (Iman Setiadi 
Arif, 2006:18). Contoh halusinasi: seseorang merasa mendengar suara-suara 
yang mengajaknya bicara padahal kenyataannya tidak ada orang yang 
mengajaknya bicara; atau seseorang melihat sesuatu yang pada kenyataannya 
tidak ada. Pada kasus terdakwa Pupun Bin Sanusi halusinasi yang muncul 
adalah sosok “Edi” mengirim wujud seperti ibunya hendak membunuh dirinya 
sehingga terdakwa balik menebas sosok “Edi” tersebut. 
Penyakit yang diderita oleh terdakwa termasuk dalam kategori berat. 
Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hubungan gangguan kejiwaan yang 
dialami pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan dengan memperhatikan 
Pasal 44 KUHP, selain itu juga memperhatikan unsur-unsur 
pertanggungjawaban yaitu adanya unsur kesalahan, unsur mampu bertanggung 
jawab dan unsur tiada alasan penghapus pidana. 
Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang 
melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut 
dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu dapat dicela karena 
melakukan perbuatan tadi.  
Orang gila, meskipun sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, 
sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsafi ketika menyerang, tidak 
mungkin disamakan dengan penginsafan orang normal, orang yang demikian 
pun fungsi batinnya tidak normal, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam 
masyarakat tidak sesuai baginya, maka tidak dapat dipersalahkan karena berbuat 
demikian (Wirjono Projodikoro, 1981: 169-173).  
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa unsur kesalahan tidak dapat 
ditemukan pada orang yang jiwanya sakit dan tidak normal meskipun telah 
melakukan perbuatan yang dilarang karena penilaiannya terhadap suatu keadaan 
berbeda dengan orang normal. Orang tersebut tidak dapat dicela atas 
perbuatannya.  
Mengenai unsur kesalahan dalam kasus Pupun Bin Sanusi, seperti yang 
sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa telah 
terbukti memenuhi unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 338 KUHP, namun 
ahli kejiwaan dalam hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa terdakwa 
melakukan pembunuhan terhadap ibunya tersebut berada dalam keadaan yang 
tidak normal/mengalami gangguan jiwa. Terdakwa mendapat bisikan-bisikan 
lalu berhalusinasi melihat ibunya seperti sosok “Edi” yang hendak membunuh 
dirinya, lalu terdakwa membunuh ibunya yang disebutnya sebagai 
jelmaan/sosok “Edi” yang dianggapnya sebagai musuhnya. Berdasarkan hal 
tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat keterkaitan antara kondisi 
kejiwaan terdakwa dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 
ibu kandungnya sendiri, sehingga terdakwa Pupun Bin Sanusi tidak memenuhi 
unsur kesalahan karena perbuatannya tidak dapat dicela. Hal ini dikuatkan juga 
berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa “pada 
dasar-dasar peniadaan kesalahan, tindakan tersebut masih tetap bersifat 
melawan hukum, tetapi tiada kesalahan pada pelaku atau kesalahan pelaku 
ditiadakan kerena sesuatu keadaan tertentu yaitu karena jiwanya seseorang yang 
cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena sakit (verstandelijke 
vemogens/geest vermogens)”. 
Berdasarkan keterangan ahli tersebut Majelis Hakim berkeyakinan 
bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk dimintakan 
pertanggungjawaban pidana karena pada diri terdakwa terganggu jiwanya 
karena penyakit yaitu berupa skizofrenia jenis paranoid dengan gejala waham 
kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau 
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“ 
lebih. Pengaturan mengenai kemampuan bertanggungjawab di Indonesia hanya 
dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: 
1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige 
ontwikkeling) atau terganggung karena penyakit, tidak dipidana. 
2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya 
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena 
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya ornag itu dimasukkan 
ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 
3) Ketentuan tersebut dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negara.”  
Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu 
bertanggungjawab, melainkan hanya menyebutkan tentang dua macam keadaan 
jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang 
dilakukannya, sedangkan keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak 
dijelaskan, maka dari ketentuan pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat disimpulkan 
bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ialah apabila 
dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam 
pasal 44 Ayat (1) KUHP. 
Pada MvT ada keterangan mengenai ketidakmampuan 
bertanggungjawab ialah: 
1. Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan 
tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-
undang; dan 
2. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, 
sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan 
dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.  
Apabila penjelasan di atas dicermati maka di dalam MvT juga tidak 
menjelaskan arti dari mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar 
menyebutkan dua keadaan dimana seseorang dianggap tidak memiliki 
kemampuan bertanggungjawab. 
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Pada ilmu hukum pidana terdapat keadaan tidak mampu 
bertaanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan untuk 
bertanggungjawab. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian tersebut 
antara lain kleptomanie, pyromanie, claustrophobie, penyakit yang berupa 
perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber (achtervolgingswaan) oleh 
musuh-musuhnya (Sudarto dalam I Made Widnyana, 2010:61-62).  
Mereka yang mengalami penyakit tersebut dapat tidak 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, apabila perbuatannya tersebut tidak 
ada hubungannya dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya 
ada hubungannya maka mereka tetap dapat dipidana, sedangkan  “kurang 
mampu bertanggungjawab”, terdakwa tetap dianggap mampu 
bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai 
pertimbangan berat ringannya pemidanaan.  
Berdasarkan penjelasan tersebut maka skizofrenia jenis Paranoid yang 
dialami terdakwa Pupun Bin Sanusi merujuk pada pengertian keadaan tidak 
mampu bertanggungjawab untuk sebagian sebagaimana yang dijelaskan di atas 
yaitu penyakit yang berupa senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber 
(achtervolgingswaan) oleh musuh-musuhnya, karena menurut hasil 
pemeriksaan dari ahli bahwa skizofrenia jenis Paranoid yang timbul pada 
terdakwa diawali dengan tanda-tanda halusinasi, selalu waspada, kelihatan 
ketakutan seperti dikejar-kejar oleh sosok “Edi” yang hendak menghakiminya, 
namun Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan 
untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pada dasarnya keadaan 
tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian adalah sama artinya dengan 
tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, yaitu apabila terdapat hubungan 
antara gangguan jiwa yang dialami terdakwa dengan perbuatan pidananya maka 
ia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 
(2) KUHP. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan 
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kemampuan bertanggungjawab tersebut secara implisit sudah diatur dalam  
ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP.  
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka ditemukan hal-hal yang dapat 
dijadikan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf yang dapat 
menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa. Alasan 
pemaaf tersebut adalah terdakwa mengalami gangguan kejiwaan kategori 
skizofrenia dengan jenis paranoid yang menyebabkan jiwanya terganggu, tidak 
sempurna akalnya atau tidak normal, selain itu ditemukan juga bahwa terdakwa 
tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan 
demikian terhadap terdakwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara 
lain unsur adanya kesalahan, unsur mampu bertanggung jawab dan unsur tiada 
alasan penghapus pidana, tidak ada yang terpenuhi. Adanya kemampuan 
bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana 
tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas ”tidak dipidana jika tidak ada 
kesalahan”.  
Orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwanya tidak 
normal, dianggap berbahaya bagi masyarakat, karena itu dalam Pasal 44 Ayat 
(2) KUHP hakim diberikan wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa 
ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun. 
Berdasarkan pasal tersebut maka hakim dapat memilih untuk memberikan 
sanksi tindakan terhadap terdakwa yaitu berupa perintah untuk dirawat di rumah 
sakit jiwa.  
Perkembangan hukum modern mengenal istilah double track system 
yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. 
Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan sebagai 
alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Sanksi tindakan lebih 
bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan dibandingkan sanksi pidana yang 
bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana tertuju pada 
perbuatan seorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan 
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menjadi jera, sedangkan fokus saksi tindakan adalah pada upaya pemberian 
pertolongan agar pelaku berubah/sembuh, jadi sanksi pidana lebih menekankan 
unsur pembalasan dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 
seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan berasal dari ide dasar 
perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. 
Sanksi pidana tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang 
mengalami gangguan kejiwaan. Dalam pemidanaan perlu diperhatikan dua 
syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada 
perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap 
batin jahat/tercela (mens rea). Namun untuk dapat dimintakan 
pertanggungjawaban dari tindakan yang dilarang tersebut maka seorang pelaku 
tentu harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.  
Tindakan terdakwa Pupun Bin Sanusi telah memenuhi unsur-unsur pasal 
338 KUHP. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut juga telah 
didasarkan pada alat-alat bukti dan keterangan saksi di dalam persidangan. Ini 
merupakan syarat terlarang/perbuatan pidana (actus reus),  namun terdakwa 
tidak dapat dicela karena berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh 
Penuntut Umum ditemukan alasan pemaaf dalam diri terdakwa dan hakim 
menyatakan bahwa perbuatan terdakwa berhubungan dengan sakit jiwanya. 
Doktrin mens rea disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktek 
bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap 
jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu 
(Roeslan Saleh, 1982:21), maka berdasarkan penjelasan tersebut terdakwa tidak 
dapat dijatuhi hukuman. 
Pada perkara di atas ahli kejiwaan menyarankan supaya terdakwa 
dimasukan ke rumah sakit jiwa untuk dirujuk ke psikiater guna mendapatkan 
perawatan atas gangguan kejiwaan yang dialaminya yaitu dengan terapi dan 
minum obat guna menekan syarafnya supaya halusinasinya hilang. Adapun 
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lamanya terdakwa harus dirawat di rumah Sakit Jiwa hanya cukup beberapa 
bulan saja untuk diobservasi dan guna mengetahui kondisinya. Namun 
selanjutnya terdakwa diperbolehkan untuk pulang dan pengobatan lebih lanjut 
bisa dilakukan secara berobat jalan. Berdasarkan saran tersebut Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan 
menjatuhkan sanksi tindakan yaitu memerintahkan kepada Penuntut Umum 
untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk 
menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.  
Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 
144/Pid.B/2014/PN.Cj tersebut pada dasarnya sudah tepat karena meskipun 
terdakwa Pupun Bin Sanusi terbutkti sah dan meyakinkan telah melakukan 
tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi namun perbuatan terdakwa 
berhubungan dengan gangguan jiwanya dan perbuatan tersebut tidak memenuhi 
unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa melakukan tindak pidana 
tersebut pada saat skizofrenia jenis paranoid yang dideritanya kambuh. Keadaan 
kejiwaan Pupun Bin Sanusi memenuhi unsur keadaan tidak mampu 
bertanggungjawab dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 
44 Ayat (2) KUHP terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana dan hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan.  
Berbeda dengan kasus Rodrigo Gularte yang melakukan penyelundupan 
6 (enam) kg kokain. Rodrigo Gularte adalah seorang yang juga menderita 
gangguan skizofrenia, namun Rodrigo Gularte tetap dijatuhi hukuman pidana 
mati. Rodrigo Gularte ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Bandar Udara 
Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Juli 2004 karena 
tertangkap tangan menyelundupkan 6 (enam) kg kokain bersama dengan dua 
rekannya. Terhadap kasus ini, pada tanggal 7 (tujuh) Februari 2005 Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Rodrigo Gularte dengan 
hukuman mati. Majelis Hakim menyatakan bahwa Rodrigo Gularte terbukti 
bersalah telah menyelundupkan kokain didalam papan selancar yang sudah 
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dimodifikasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang memberatkan 
adalah perbuatan terdakwa memasukkan kokain ke Indonesia dengan berat 6 
(enam) kg adalah jumlah yang cukup banyak, dan perbuatan tersebut 
merupakan mata rantai dari suatu jaringan internasional yang ingin menjadikan 
Indonesia sebagai sasaran peredaran narkotika. Perbuatan terdakwa 
memasukkan kokain kedalam 6 (enam) buah papan selancar yang dimodifikasi 
adalah cara profesional dan modus operandi baru untuk mengelabui petugas Bea 
dan Cukai Bandara di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah 
sangat membahayakan dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 
Majelis Hakim menyatakan terdakwa Rodrigo Gularte terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan 
hukum mengimpor narkotika golongan I jenis kokain” dan menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa Rodrigo Gularte dengan pidana mati. 
Atas putusan Majelis Hakim tersebut Rodrigo Gularte menempuh 
berbagai upaya hukum agar dapat terbebas dari jeratan hukuman mati. Rodrigo 
Gularte dan pengacaranya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten 
pada tanggal 10 Mei 2005, namun Majelis Hakim tingkat banding saat itu juga 
tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya, Majelis Hakim 
tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Rodrigo 
Gularte. Setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, Rodrigo 
Gularte dan pengacaranya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tanpa melalui 
kasasi terlebih dahulu. Serupa dengan keputusan Majelis Hakim yang 
sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PK 
Rodrigo Gularte. Majelis Hakim menilai putusan Pengadilan Negeri Tangerang 
dan Pengadilan Tinggi Banten tidak bertentangan dengan hukum.  
Rodrigo Gularte diketahui ternyata mengidap gangguan jiwa skizofrenia 
sejak lama, untuk menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap Rodrigo 
Gularte, keluarga Rodrigo beserta kuasa hukumnya mengajukan Peninjuan 
Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Pengajuan PK yang kedua ini dilakukan 
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ke Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin tanggal 27 April 2015. Dalam 
permohonan PK tersebut, kuasa hukum Rodrigo Gularte mengajukan bukti-
bukti baru (novum) yang menyatakan bahwa kliennya sudah mengidap sakit 
kejiwaan sejak lama dan pidana mati tidak sesuai dengan ideologi negara 
Pancasila. Dokumen novum tersebut berjumlah 22 berkas yang benar-benar 
membuktikan jika kondisi kesehatan jiwa Rodrigo Gularte memang sudah 
terganggu semenjak 1982. Sekitar tahun 1982 Rodrigo Gularte didiagnosis 
memiliki kelainan pada cerebral dysrhythmia yang menyebabkan Rodrigo 
Gularte melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung membahayakan 
dirinya.  
Rodrigo Gularte juga didiagnosis menderita gangguan bipolar dan 
gangguan obat psikoaktif. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dr. Valter Luiz 
Abel. Selain menjalani pengobatan dan pemulihan di klinik “Quinta do Sol” 
Rodrigo Gularte juga sempat menjalani pengobatan di Sanotarium Eirene 
Psychiatric semenjak 17 Mei 1999 sampai dengan Juni 1999.  
Pada akhir tahun 2014 keluarga Rodrigo Gularte meminta untuk 
memeriksa kesehatan kejiwaan dirinya melalui pemeriksaan yang dilakukan 
oleh Kusomowardhani Psychological Consultant menyatakan Rodrigo Gularte 
menderita gangguan depresi serta skizofrenia jenis paranoid, dan untuk 
mendukung hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan hasil keterangan psikiatri 
Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap pada Februari 2015 juga menyatakan jika 
Rodrigo Gularte menderita skizofrenia jenis paranoid dan gangguan bipolar.  
Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa esksekusi mati 
tetap dilaksanakan. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, alasan-alasan 
Peninjauan Kembali Pemohon terhadap putusan Pengadilan tinggi Banten yang 
telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan 
dan putusan Judex Facti tidak mengandung kekeliruan yang nyata. Menurut 
Majelis Hakim Mahkamah Agung, adanya pendapat ahli bahwa pidana mati 
tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila bukanlah merupakan novum.  
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Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika sulit ditemukan adanya 
hubungan kausalitas antara keadaan mental pembuat yang menderita skizofrenia 
dengan perbuatannya, mengingat tindak pidana tersebut merupakan tindak 
pidana yang besar dan terorganisir. Majelis Hakim tetap menjatuhkan eksekusi 
pidana mati kepada Rodrigo Gularte karena pada saat Rodrigo tertangkap 
menyembunyikan kokain tersebut keadaan jiwanya sehat. Gangguan Skizofrenia 
dan bipolar yang diderita Rodrigo Gularte tidak kambuh pada saat ia 
menyelundupkan kokain tersebut.  
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Rodrigo 
Gularte yang menderita skizofrenia jenis Paranoid tetap dijatuhi pidana mati 
karena pada saat ia tertangkap menyembunyikan kokain tersebut keadaan 
jiwanya tidak terganggu, ia sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya 
tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 
gangguan jiwa yang dideritanya dengan perbuatan yang dilakukannya. Keadaan 
kejiwaan Rodrigo tidak memenuhi unsur keadaan tidak mampu 
bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. 
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     BAB IV 
                 SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka hakim yang 
berwenang untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku dengan 
gangguan jiwa skizofrenia, jika terdapat hubungan antara gangguan jiwa pelaku 
dengan perbuatan pidananya maka ia dinyatakan tidak memiliki kemampuan 
untuk bertanggungjawab. Hakim dapat meminta saran ahli kejiwaan untuk 
mengetahui keadaan jiwa pelaku. 
Pada Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj 
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Pupun Bin Sanusi tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena berdasarkan keterangan ahli 
kejiwaan yaitu M. Liberty Adi, S.MM., M.Psi; Dr. Susi Wijayanti, SpKj; dan 
Dra. Resmi Prasetyani, Psi,  ketiganya menyatakan bahwa terdakwa mengalami 
gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid. Majelis Hakim berpendapat bahwa 
perbuatan terdakwa tersebut berhubungan dengan gangguan jiwa yang 
dideritanya sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk melepas 
terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 
(1) KUHP, dan terdakwa diperintahkan untuk menjalani perawatan di Rumah 
Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 44 Ayat (2) KUHP.  
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